LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TARUN 2013 NOMOR 20 SERI B NOMOR 32

Merimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA £SA
BUPATI SAMOSIR,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayal {2) huruf } Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 fentang Pajak Daerash dan Retribusi Daerah perlu
membenluk Peraturan Daerah tentang Pajak Buml dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

1. Undang-Undang Nemor 8 Tahun 1981 lentang Kilab Hukum Acara Pidana
{Lerbaran Negara Republik Indonesia Tshun 1981 MNomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3209);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagalmana lelah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2060 (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2000, Nomor 129, Tambahsn Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1599 Nomer 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3851});

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tenlang Pengadilan Pajak {Lembacan
tegara Republik indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonasia Nomor 4188);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Kevangan MNegara {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan fembaran Megars
Republik Indonesia Normor 4286}

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tenlang Pembeniukan Kabupalen

Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagal di Provinsi Sumalera Ulara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinighan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momaor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapakall, lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenlang
Perubahan Kedua Ales Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ientang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomar
59, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4844),

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerinlah Pusat dan Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5049):

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lenlang Pambenlukan Peraturan

Perundang-undangan {Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 5234);

11, Peraturan Pemenntah.... ./
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Menetapkan

11. Peraluran Pemennlgh MNomor 27 Tahun 1983 tenlang Pelagksanaan Kilab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembarin Negars Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana lelah diubah dengan Faraluran Pemarintah MNomor 58 Tahun
2010 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momar §145);

12. Peraluran Pemarinlah Momor 58 Tahun 2005 tantang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik fndonesta Momor 4578).

13, Peraluran Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2605 tenlang Padoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 2005 Momor 185, Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesia Nomor 4593},

14, Pesaluran  Pemerinlzh Nomor 38 Tabun 2007 lenlang Pembagian Urusan
Pemeriniahan anlars Pemerinlah, Pemernlahan Daerah  Provinst  dan
Pemerinlahan Daerah Kabupalen/Kola {Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2007 Homor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737,

15 Peraluran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 fenlang Tala Cara Pembenan dan
Pemanlaalan tnsentil Pemungulan Pajak Daerah dan  Relnbus Daerah
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

16. Peraluran Pemeriniah Nomor 91 Tahun 2010 lentang Jenis Pajak Daerah Yang
Dipungut Berdasarkan Penelapan Kepsla Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Waji Pajak (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2010 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 5178);

Dengan Persefujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARBUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
CAN PERKOTAAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraluran Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupalen Samosw.

2. Pemariniahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemenntahan oleh
Pemenniah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah menurul asas olonomi
dan Tugas Pembanluan dengan prinsip olonomi seluas-luasnya dalam slstern
dan prinsip Negara Kesatluan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesla Tahun 1945,

3. Pemerinlah Daerah adalah Bupall dan perangkat daerain sebagal unsur
penyelenggara Pemeriniahan Daerah.

4 Dewan Perwakilan Rakyal Daerah. yang selanjuinya disingkal DPRD, adalah
lembaga perwakilan rakyal daerah sebagai unsur penyelenggara Pamarniahan
Daerah Kabupalen Samosir.

5. Bupati adalah Bupati Samosir.

6 Peraturan Daerah adalah Peraluran Perundang-undangan yang dibenluk oleh
DPRD Kabupalen Samesir dengan perselujuan bersama Bupat.

7. Peraluran Bupali adalah Peraturan Bupali Samosir.

8. Pajak Daerah, yang selanjuinya disebul Pajak, adatab konisibusi wajib kepada
Daerah yang lerutang oleh orang pribadt alau badan yang bersilat memaksa

berdasarkan, ... !
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berdasarkan Undang-Undang, dengan lidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan uniuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya
kemakmuran rakyat.

Pajak S8umi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan adalah pajak alas burni
dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ alau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan untuk Sektor Perdesaan dan Perkotaan kewasan yang
digungkan unluk keglatan tempal unggal dan usaha, kecuali kawasan yang
digunakan uniuk keglatan usaha perkebunan, perhularan, dan pertambangan.
Bumi adalah permukaan bumi yang melipuli lanah dan perairan pedalaman seria
laut wilayah kabupaten/ kota.

Bangunan adalah konstruksi leknik yang dilanam aiau dilekalkan secara letap
pada tanah dan/ alau perairan pedalaman dan/ atau laul.

Seklor Perdesaan adalah daerah yang memiliki cif-ciri pedesaan saperll sawah,
ladang, empang tradisional.

Sekior Perkotaan adalah Desa/Kelurahan pada ibukota Kecamatan dan daerah
memiliki ciri-ciri perkotaan sepertl real gstate, kemplek periokoan, industrifjasa.
Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkal MJOP, adalah harga rala-rata
yang diperoleh dan transaksi jual beli yang tenadi secara wajar, dan bilamana
tidak terdapat transaksl jual beh, NJOP ditenlukan melalui perbandingan harga
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan bary, alau NJOP pengganli.
Subjek Pajak adalah orang pribadi alau badan yang dapat dikenakan pajak.
Wajib Pajsk adalah crang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan permungu! pajak, yang mempunyai hak dan Kewajiban
perpajakan sesual dengan ketenluan peraluran perundang-undangan perpajakan
daerah,

. Tahun pajak adalah jangka waklu yang lamanya 1 (salu) 1ahun kalender kecuali

blia wajib pajak menggunakan tahun buku yang lidak sama dengan tahun
katender.

Pajak yang terulang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, datam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesual dsngan
kelentuan peraluran perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberilahuan Objsk Pajak Dazersh yang selanjulnya disingkal SPOPD,
adalah sural yang digunakan olsh Wajib Pajak untuk melaporkan dala subjek dan
objek PBB-P2 sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sural Pemberilahuan Pajak Terutang yang selanjulnya disebul SPPT adalah
Sural yang digunakan unluk memberilahukan besamya Pajak 8umi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang lerutang kepada Wajit Pajak.

Sural Kelelapan Pajak Daerah yang selanjulnya disingkst SKPD, adalah Sural
Ketetapan Psjak yang menenlukan besarnya jumlah pokok pajak yang lerutang:
Surat Seloran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkal SSPD. adalah buku
pembayaran atau penyeloran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir alau islab dilakukan dengan cara lain ke Kas Deerah metalui lempat
parnbayaran yang di lunjuk oleh Bupali.

Surat Ketstapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah sural kelelapan pajak yang menenlukan besamya jumlah pokok
pajak, jumlah kredil pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajsk,
besarnya sanksl agministratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahean, yeng selanjutnya
disingkal SKPOKBT, adalah surat ketelapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumiah pajak yang telah ditelapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selan|uinya disingkal SKPDLB,
adalah sural kelelapan pajek yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumiah kredil pajak lebih besar daripada pajek yang terulang atau
seharusnya lidak terulang.

Sural Taginhan Pajak Daerah, yang selanjulnya disingkal STPD adalah sural
untuk melakukan lagihan pajak danfalau sanks) administrali{ berupa bunga
danfalau denda.

Sural Keputusan Pembelulan adatah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis. kesalahan hitung danfatau Kkekeliruan dalam penerapan
ketanluan lertenlu dalam peraluran perundang-undangan perpajakan daerah
yang lerdapal dalam Surat Pembentahuan Pajak Terulang, Sural Kelslapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Sural Kelelapan Pajak Daersh Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketelapan Pajak Daergh Nihl, Sural Ketetapan Pajak Daeran

Lath Bayar......... i
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Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daserah, Sural Kepulusan Pembelulan, alau
Sural Kepulusan Keberatan.

Sural Kepulusan Keberalan adalah surat kepulusan alas keberalan lerhadap
Sural Pemberitahuan Pajak Terulang, Surzl Kelelapan Pajak Daersh Kurang
Bayar, Surat Kelelapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Sural Kelelapan
Pajak Daerah Nihil, Sural Keletapan Pajak Daerah Lebih Bayar, alav lerhadap
pernotongan atau pemungutan oleh plhak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak,
Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Fajak atau
Penanggung Pafak lerhadap sualu Kepulusan yang dapat diajuksn banding
berdasarkan peraluran perundang-undangan perpajakan daerah.

Putusan Banding adalah pulusan badan peradilan pajak alas banding terhadap
Surat Kepulusan Keberatan yang dlajukan oleh Wajib Pajak.

Pemungulan adalah sualu rangkaian kegialan mulal dari penghimpunan dala
objek dan subjek pajak atau retribusi, penenluan besarnya pajak alau relnbusi
yang larulang sampal keglalan penagihan pajak alau retribusi kepada Wajio
Pajak srria ppngawasan penyelorannya.

Pemeritsaan adalah serangkaian keglalan menghimpun dan mengolzh data,
keterangan, danfatay bukl yang dilaksanakan secara objekiif dan profesional
berdasarkan suaty standar pemeriksaan unluk menguj kepaluhan pemenuhan
kewaliban perpajakan dserah dan retribus) danfalau lwjuan {ain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraluran perundang-undangan perpajakan daerah
Penyigikan {indak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik unluk mencari serla mengumpulkan bukli
yang dengan bukli itu membuat terang lindak pidana di bidang perpajakan daerah
yang \erjadi serta menemukan lersangkanya.

. Kas Daerab adalah Kas Daerah Kabupalen Samosir,

BAB I
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

{1) Dengan Narma Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan dipungul

pajak  alas bumi danfalau bangunan yang dimiliki, dikuasai. danfalau
dimaniaalkan cleh orang pribadi atau Badan, kecuall kawasan yang digunakan
unluk kegialan usaha perkebunan, perhulanan, dan periambangan.

{2) Oblek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi

danfalau Bangunan yang dimiliki, dikuasal, danfalau dimanfaalkan oleh crang
pribadi alau Badan, kecuall kawasan yang digunakan uniuk kegialan usaha
perkebunan, perhulanan dan partambangan.

(3) Termasuk dalam pengerlian Bangunan adalah :

a. [alan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperi holel,
pabnk, dan emplasemennya, yang merupakan sualu kesaluvan dengan
kompleks Bangunan larsebul;

jalan lo);

kolam renang:

pagar mewah;

lempal olahraga;

gelangan kapal, dermaga;

laman mewah;

tempal penampungan/ Xlang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan

menara

Fe~oang

L
(4} Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdes2an dan

Perkotaan adalah Objek Pajak yang :

a. digunakan oleh Pameriniah dan Daerah unluk menyelenggarakan
pamerintanan;

0. digunakan semala-mala unluk melayani kepenlingan umum v bidang
ibadah, sosial, kesehatan. pendidikan dan kebudayaan naslional, yang lidak
dimaksudkan unluk memparoleh keuntungan,

¢ digunakan uniuk kuburan, peninggalan purbakala, alau sejenis dengan ilu;

d. merupakan hutan lindung, hulan suaka alam, hulan wisala, taman nasional,
lanah penggembalaan yang dikuasal oleh desa, dan tanah negara yang
behum dibebam suatu hak;

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulal berdasarkan asas
periakuan bmbal balik; dan

1, digunakan .. . S
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f. digunakan oleh badan alau perwakilan lembaga Internasional yang
dilelapkan dengan Peraturan Menleri Keuvangan.
(5) Besamya Nilar Jual Objek Pajak Tidak Kena Palak ditelapkan sebesar Rp.
10.000.000,00 {sepulub juia ruptah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasgal 3

{1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan adalah orang
pribadi alau Baden yang secara nyals mempunyai sualu hak alas Bumi
danfatau memperoleh manfaal alas Bumi, dan/stau memiliki, menguasal,
danfatau mempercleh manfaat alas Bangunan.

(2} Wajlb Pajak Bumi dan Bangunan Pardesaan dan Perkotaan adatah orang
pribadi atau Badan yang secara nyala mempunyai sualu hak atas Bumi dan/
atau memperoleh manfaal atas Bumi, dan/alau memilki, menguasai. dan{ atau
mempercleh manfaal atas Bangunan.

gap
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARM PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
NJOP.

(2) Jumlah Pajak Terutang ditenukan oleh NJOP Sekior Perdesaan dan Sektor
Perkolaan.

(3} Besamya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan setiap 3 (liga)
lahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat dilelapkan saliap tahun sesuai
dengan perkembangan wilayahnya.

{4) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayal {1} ditetapkan
oleh Bupstli.

Pasal 5

Tanf Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditelapkan sebagai

benkul ;

a.  unluk NJOP sampai dengan Rp.100 jula ditetapkan sabesar 0,05 % {nol koma
notlima persen) per lahun;

b. unluk NJOP diatas Rp. 100 jula - Rp 400 Jula. dilelapkan sebesar 0,075 % (nol
korma nol lujuh puluh fima parsen) per tahun:

c.  uniuk NJOP diatas Rp. 400 juta — Rp. 1 millar ditetapkan sebesar 0,1% (na!
koma salu persen) per tahun.

d. untuk NJOP diatas Rp 1 Miliar ditelapkan sebesar 0,25 % {nol koma dua lima
persen) per tahun

Pasal 6

Basaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan yang terulang
dihitung dengan cara mengalikan tanf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dengan dasar pengenaan pafak sepagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1}
seletah dikurangi Nila Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (5).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Parkolaan yang lerutang dipungut ot
witayah Daerah.

BaB v
MASA PAJAK
Pasal 8
(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 {salu) tahun kalender,
{2) Saat yang menenlukan pajak yang lerulang adalah menurul keadaan objek
pajak pada langgal 1 Januari,

BAB Vl.........f
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BAB VI
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 9

{1) Pendalaan dilakukan dengan menggunakan Sural Pemberitahuan Objek Pajak
(SPOP)

{2) Sural Pembaerilahuan Objek Pajak {SPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) harus dilsi dengan jelas, benar dan lengkap serla ditandalangani dan
disampaikan kepada Bupali, selambal-lambalnya 30 (Uga pulub) hari kerja
setelah langgal dilerimanya Sural Pemberitahuan Objek Pajak  (SPOP) oleh
subjek pajak

{3) Benluk dan Tala Cara pengisian, penerbilan dan penyampaian SPOP diatur
{eblh lanjul dengan Peraluran Bupall.

Pasal 10
{1) Berdasarkan SPOP, Bupali menerbiikan SPPT.
(2) Pejabal yang berwenang dapal mengeluarkan SKPO dalam hal-hal sebagat
berikul
a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayal (1) lidak disampaikan
dan seielah Wajib Palak diegur secara lertulis oleh Bupali sebagaimana
dilentukan galam Sural Teguran,
b. Berdasarkan hasil pemeriksaan alau keterangan laln lernyala jumiah pajak
yang 1erulang lebih besar dari jumizh pajak yang dihiung berdasarkan SPOP
yang disampaikan oleh Wajib Palak.

{(3) Bentuk, Isi, dan lala cara pengisian, penerbilan dan penyampatan SKPD dan
SPPT diatur dengan Peraluran Bupat,
Bag vl
PEMUNGUTAN PAJAK
Pasai 11

{1) Pemungulan Pajak dilarang dibarongkan.

(2) Seliap Wallb Pajak membayar pajak terulang berdasarkan SPPT

(3} Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan
Bupali dibayar dengan menggunakan SKPD PBB P-2.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

{1} Bupab atau pejabal yang dilunjuk menentukan langgal jaluh lempo pembayaran
dan penyeloran pajak yang lerulang paling lama 8§ {enam) bulan sejak 1anggal
diterimanya SPPT olgh Wajib Pajak.

(2)SPPT. SKPD, STPD, Sural Kepulusan Pembelulan, Sural Kepulusan
Keberatan, dan Pulusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar berlambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
jangka wakiu paling lama 1 {satu] bulan sejak langgal dilerbitkan.

{3) Kelenlan lebin 1anjul mengenai tala cara pembayaran, penyetoran, dan lempal
pembayaran pajak dialur dengan Peraluran Bupati.

Pasal 13

{1) Pembayaran pajak harus ditakukan sekaligus atau lunas.

(2) Bupall alas permohonan Wajib Pajak selelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan perselujuan  kepada Walib Pajak  unluk
mengangsur alau menunda pembayaran pajak lerulang pada kurun waklu
lerlentu,

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (2] harus
dilakukan secara leralur dan berurul-wrut dengan dikenakan bunga sebesar
2% {dua persen) sebutan darl jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

{41 Penundaan pembayaran pajsk sebagaimana dimaksud pada syal (2) dilakukan
sampal balas wakiu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2%
{dua parsen) sebulan darl jumlah pajak yang belum atau Kurang dibayar.

(5) Persyaratan........f
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Persyaralan unluk mengangsur atau menunda pembayaran serla tata cara
pembayaran angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayal (3}
dan ayal (4) dialur dengan Peraluran Bupali.

BAB IX
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 14

Bupsli atau pejabat yang dilunjuk dapal menerbitkan STPD apabila:

a. Pajak dalam tahun berjalan lidak atau kurang dibayar,

b. Wajib Pajak dikenakan sanks! administralil berupa bunga danfalau denda.
Jumlah Palak lerulang datam SPRT/SKPD yang lidek alsu kurang dibayar
setelah Jaluh lempo pembayaran dikenakan ganksi adminigirgtil berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagth melalui STPD.

Pasal 15

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Sural Kepulusan Pembatalan,
Sural Kepulusan Keberatan dan Putusan Banding yang lidak alau kurang
dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapal ditagih dengen Sural Paksa.
Penagihan pajek dengan Surat Paksa dilaksanaken berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

Wajib Pajak dapal mengajukan keberatan hanya kepada Bupal alau Pejabat

yang ditunjuk atas sualu

a. SKPD/SPPT,

b. SKPDLB;dan

. Pemotongan alay pemungutan oleh plhak ketige berdasarkan kelentuan
peraluran perundang-undangan pajak dagrah.

Kebaratan diajukan secara lertutis dalam bahasa Indonesia dengan disertai

alasan-alasan yang jelas.

Keberalan harus diajukan dalam jangka waktu paiing lama 3 {liga) bulan sejak

langgal sural, langgal pemolongan alau psmungutan sebagaimana dimaksud

pada ayal {1), kecuali jika Wa)ib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waklu

W idak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekvasaannya

Keberslan dapal disjukan apabila Wajib Pajak lelah membayar paling sedikil

sejumlah yang telah diselujui Wajib Pajak.

Keberatan yang lidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayal

(1), ayat {2), ayat (3) dan ayat {4} Udak dianggap sebagal Sural Keberaian

sehingga tidak diperimbangkan.

Tanda penenmaan sural keberalan yang diberikan oleh Bupali atav Pejabal

yang dilunjuk alau tanda pengiriman surat keberatan malalul surat pos tercalat

sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 17

Bupali dalam jangka waklu pafing lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal
Sural Keberatan dilerima, harus memberl kepuiusan atlas keberatan yang
digjukan.

Kepulusan Bupali alas keberaian dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menofak, atau menambah besamya pajak yang farulang.

Apabila jangke wakiu sebagaimana dimaksud pada oyat {1) telah lewal dan
Bupali tidak memberi suatu kepulusan, kKeberatan yang diajukan tersebui
dianggap dikabulkan,

Pasal 18..........¢
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Pasal 18

YWajib Pajak dapal mengajukan permohonan banding hany.: kepada Pengadilan
Pajak lerhadap keputusan mengenai kebaralannya yang ditelapkan ofeh
Bupati,

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayal (1} dajukan secara
terlulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang (elas dalam jangka waklu
3 (iga) bulan sejak kepulusan diterimia, ditampiri salinan darl sural kepulusan
keberatan lersebul

Fengajuan permohonan banding tidak menangguhkan kewajiban membayar
pajak sampai dengan 1 (salu) bulan sejak tanggal penerbdan Putusan Banding

Pasal 19

Jika pengajuan keberatan slau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya kelebihan pembayaran pajak  dikembalikan dengan dilambalh
imbalan bungs sebesar 2% (dua persen) sebulan uniluk paling lama 24 {dva
puluh empat} bulan.

Imbatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan dilerbitkannya SKFDLB.

Dalam hal keberalan Wajib Pajak dilolak alau dikabulkan sebagian, Walib Pajak
dikenai sanksi administralil berupa denda sebssar 50% {lima puluh persen) dari
jumiah pajak berdasarkan kepulusan keberalan dikurangi dengan pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi adrminisiratit
berupa denda sebasar 50% {lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
avyal (3) lidak dikenakan,

Dalam hal permohonan banding ditolak alau dikabuikan seba yan, Wajib Pajak
dikenakan sanksi administralil berupa denda sebesar 100% (wcralus persen)
dar jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi gengan pembayaran
pajak yang lelah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

¥eientuan leblh Janjul teniang tala cara pengajuan dan penyelesaian kaberatan
diatur dengan Peraluran Bupati

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU

{1}

(2)

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 20

Alas permohonan Wajib Pajek  alav karena jabalannya, Bupali dapal
membelulkan SKPDJ/SPPT, STPD, glauv SKPDLB yang dalam penorbilannya
lardapal kesalahan tulis danfatav kesalahan hilung danfatau %kekeliruan
penerapan  ketenluan lertentu  dalam  peraluran perundang-undangan
perpajakan daerah.

BQupali dapat .

a. mengurangkan alau menghapuskan sanks) administratif berupa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terulang menurul peraluran perungang-
undangan perpajakan daersh, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak alau bukan karena kesalahannya:

b. mengurangkan atau rnembalalkan SKPDISPPT, STPD alau SKPDLB yang
lidak benar,

c. mangurangkan alau membatalkan STPD:

d. membalalkan hasi pemenksaan alau ketelapan pajak yang dilaksanakan
alau dilarbitkan lidak sesual dengan tata cara yang ditentukan: dan

e. mengurangkan kelalapan pajak terutang berdasarkan perlimbangan
xemampuan membayar Wajib Pajak alau kondisi terlenlu objek pajak.

{3 Hetentuan.... S
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Ketentuan leblh lanjul mengenal 1ala cara pengurangan atau penghapusan
sanksi adminisiralif dan pengurangan atau pembalalan ketelapan pajak
sebagalmana dimaksud pada ayal {2) diatur dengan Peraluran Bupati.

BAB XN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

Atas keleblhan pembayaran pajak. Wajib Pajak dapal mengajukan permohonan
pengermbalian kepada Bupali.

Bupali dalam jangka waktu paling 'ama 12 (dua belas) bulan, sejak dilerimanya
permohonan  pengembalian  keleblhan pembayaran pajak  sebagaimana
dimaksud pada ayal {1), harus member keputusan

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (2} telah dilampaui dan
Bupali tidak memberikan sualu kepulusan, permchonan  pengembalian
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
fangka waklu pating lama % {salu) bulan.

Apabita Wajlb Pajak mempunyal ulang pajak, ketebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) langsung diperhilungkan unluk melunasi
lerlebih dahulu hutang pajak lersebul.

Pengemballan keleblhan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) dilakukan dalam jangka wakiu paling lama 2 {dua} bulan sejak
dlterbitkannya SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran palak dilakukan setelah lewat 2 {dua)
bulan, Bupali memberikan imbalan bunga sebesar 2% {dua persen) sebulan
alas kelerlambatan psmbayaran kelebihan pembayaran pajak.

Tala cara pengembalian keiebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dialur dengan Paraluran Bupali,

BAB Xl
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

Hak unluk melskukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waklu 5 (lima) 1ahun terhitung sejak saat lerulangnya Pajak, kecuali

apablila Wajiy Pajak metakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

Kedsluwarsa penagihan Pajak  sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

terlangguh apablla:

a. dilarbilkan Sural Teguran danfatau Surat Paksa; alau

b. ada pengakuan utang psjak dan Wajib Pajak, balk langsung maupun lidak
langsung.

Dafam hal diterbitkan Surat Teguran dan Sural Paksa sebagaimana dimaksud

pada ayal (2) huruf 2, kedaluwarsa penagihan dihilung sejak langgal

penyampaian Sural Paksa tersebut.

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (2)

huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyalakan masih

mermpunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan ulang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (2)

huruf b dapat dikelahut dari pengajuan permohonan angsuran alau penundaan

pembayaran dan permohonan kebaratan oleh Wajib Pajak.

Pasal 23

Pivlang pajak yang bdak mungkin dilagih iagi karena hak wunluk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan,

Bupali menatapkan keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimane dimeksud pada ayat {(1).

(3yTaracara.......... i
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Tala cara penghapusan piulang pajak yang sudgh kedaluwarsa dialur dengan
Peraluran Bupal,

BAB XIV
PEMER!IKSAAN

Pasal 24

Kepala Daerah berwenang melakukan pemenksaan unluk menguji kepaluhan
pemenuhan kewsjiban perpajakan dserah dalam rangka melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Wajib Pajak yang diperikaa waiib :

a. memperlihatkan danfalau meminjamkan buku atau catalan. dokymen yang
menjadi dasarnya dan dokumen fain yang berhubungan dengan objek Pajak
yang lerulang;

b. memberikan kesempalan univk memasuki lempal  alau ruangan yang
dianggap parlu dan memberikan baruan guna kelsncaran pemerksaan:
danfalau

c. memberikan kelerangan yang diparlukan,

Apablla pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak lidak melaksanakan kewa)iban

sebagaimana dimaksud pada ayat {2) maka pajak terutang ditetapkan secara

jabalan,

Kelenluan lebih fanjut mengenad tala cara pemeriksaan Pajak dialur dengan

Paraluran Bupali

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

Inslansi yang mefaksanakan pemungulan pajak dapal dibenkan insentl alas
dasar pencapaian kingria lerlenlu

Pemberian insenl sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilelepkan melalui
Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah.

Tala cara pemberian dan pemanfaalan insenlif sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dialur dengan Peraluran Bupati.

8AB XVI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 26

Seliap pejabal dilarang memberilahukan kepada pihak laln segala sesualy yang
dikelahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak datam rangka jabalan
atau pekenaannya unluk menjalankan kelenluan peraluran perundang-
undangan perpajakan daerah,

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berlaku juga lerhadap lenaga

abl yang ditunjuk oleh Bupali unluk membantu dalam pelaksanaan ketenlvan

peraluran perundang-undangan perpajakan daerah,

Dikecualikan dari kelenluan sebagiamana dimaksud pada ayal (1) dan ayat (2)

adalah .

2. Pejabal atau lenaga ahl yang berlindak sebagai saks alau saksi ahi dalam
sidang pengadilan,

b. Pejabal dan/alau lenaga ahli yang diletapkan oleh Bupali untuk memberikan
keterangan kepada pejabal lembaga negara atau inslansi Pemerinlah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang kevangan daerah

Untuk kepentingan Daerah, Bupali berwenang memben izin lerulis kepada

pejabal sebagatmana dimaksud pada ayal (1) dan lenaga ahli sebagaimana

dimaksud pada ayal (2}, agar memberikan kelerangan, memperihatkan bukti
tenwlis dari alau lenlang Wajib Pajak kepada pihak yang dilunjuk.

[5)Uniuk, ... !
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Unluk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana alau
perdala, alas permintsan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan
Hukum Acara Perdata, Bupali dapal member izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahh sebagatmana gimaksud
pada ayat (2), unluk memberikan dan memperihalkan bukil terulis dan
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

Perminlaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat {5) harus menyebutkan
nama tersangka atau nama tergugal, keterangan yang diminta, sera kailan
anlara perkara pidana atau perdala yang bersangkulan dengan keterangan
yang diminla.

BAB XVil
PENYIDIKAN

Pasal 27

Pejabat Pegoawal Negeri Sipil tertentu dilngkungan Pemerinlah Daerah
diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Perpajakan daerah sebagaimana dimaksud datam
Ungang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri

Sipil tertentu dilingkungan Pemerinlah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pads ayat (1) adalah :

a. menerima, mencan, mengurmpulkan dan meneliti kelerangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar
kelerangan atay laporan lersebul menjadi langkap dan jelas;

b. menelil, mencan dan mengumpulkan kelerangan mengenai orang pribadi
alay Badan tentang kebenaran perbualan yang dllakukan sehubungan
dengan lindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukl dar orang prbadi alav Badan
sehubungan dengan lindak pidana di bldang perpajakan Daergh,

d. memacksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenazn dengan lindak
pidana di bidang perpajakan Daerah:

e. melakukan penggeledahan unluk mendapatkan bahan bukl pembukuan.
pencatalan, dan dokumen lain. sera melakukan penyilaan terhadap bahan
bukli tersebut,

. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan lugas penyelidikan
ungdsk pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenli danfatau melarang seseorang meninggalkan ruangan
alau tempal pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
idenlitas orang, benda, danfatau dokumen yang dibawa;

b memolrel segsecrang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
Daerah;

I. memanggil orang unluk didengar kelerangannya dan diperksa sebagai
lersangka alau saksi;

j. menghenlikan penyldikan, dan/alau

k. melakukan tindakan lain yang perlu unluk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpsjakan daerah sesuai dengan kelenluan peraluran
perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitabukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuniul Umum

melalui Penyidlk pejabat Polisi Negara Republik Indonesta, sesuai dengan
ketentuan yang dialur dalam Undang-Undang Hukum Acars Pidana.

BAB Vill.......... '
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BAB XVIU
KETENTUAN PIDANA
Pasat 28

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerab lidak diluntul selelah melampaui jangka

waklu 5 {lima} tahun sejak saal terulangnya pajak alau berakhirnya Masa Pajak atau

berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhimya Tahun Pajak yang bersangkulan,
Pasal 29

{1} Pejabal atau tenaga ahli yang dilunjuk oleh Bupali yang karena kealpaannys
tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayal {1) dan ayal (2} dpidana dengan pidana kurungan paling lama 1
{salu) lahun dan dipidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 {empal jula
rupiah)

(2) Pejabal alav lenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupall yang dengan sengaja udak
mermenuhi kewajibannya alau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya
kewajiban pejabal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayal (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 {dua) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp.10 000.060,00 {sepuluh juta ruptah).

{(3) Penuntutan lerhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayal {1) dan
aval {2} hanya dilakukan alas pengaduan orang yang kerabasiaannya
dlianggar.

(4) Tunlulan pidana sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayat {2) sesuat
dengan silalnya adalah menyangkul kepenlingan pribadi seseorang alau Badan
selaku Wajib Pajak. karena ilu dijadikan lindak pidana pengaduan.

Pasai 30

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) merupakan
penenmaan negara.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31
Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan uniuk Tahun sebetumnya berlaku Ketenluan
Peraluran Perundang-undangan yang lama.

Pasal 32

Hal-hal yang belum dialur datam Peraluran Daerah ini, sepanjang mengenai leknis
pelaksanaannya akan dialur lebib ianjut dengan Peraturan Bupal.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal 1 Januari 2014,

Agar seliap orang mengelahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lemberan Daersh Kabupaten Samosir.

Dilelapkan di Pangururan
pada langgal 12 Seplember 2013

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON

Dlundangkan di Pangururan

2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 18570622 198603 1003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2013 NOMOR SERI NOMOR

38



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

LPENJELASAN UMUM

Bahwa dengan meningkainya pelaksanaan pembangunan dan perlumbuhan perekonomian
di Kabupalen Ssmosir yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang semakin memadal,
diperiukan upaya menggall dan maningkatkan sumber Pendapalan Asli Daerah dianlaranya Pajak
Daerah yang merupakan sumber pendapalan yang penting guna membiayai penyelenggaraan
pemenntahan dan pembangunan Daerah unluk mendukung pefaksanaan Clonomi Daerah yang
nyata, luas, dinamis dan beranggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Memor 28 Tahun 2009 tenlang Pajsk Daerah dan Retrbusi
Daerah telah ditetapkan jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan
Pemeriniah Daarah Kabupaten/Kota, uniuk ilu Pemerintah Daerah melakukan pemungulan Pajak
sebagai sumber pendapatan kevangan daerah, termasuk didalamnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdasaan dan Perkotaan. Dengan berpedoman pada kelenluan diatas diberikan kewenangan
kepada Pemerintah Kabupalen Samosir untuk memungut Pajak Bumi dant Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan sebagal Pajak Daerah yang ditetapkan melalul Peraluran Daerah lentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Ayal (1) Yang dimaksud dengan "kawasan® adalah semua tanah dan bangunan yang
digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan dan periambangan di lanah
yang diben bak guna usaha perkebunan, tenah yang diber hak pengusahaan
hulan dan tanah yang menjadi wilayah usaha perlambangan.
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayal (4)
Horuf a . Cukup Jelas
Hurufb ; Yang dimaksud dengan “hdak dimaksudkan ovniuk rmemperoieh
keuntungan” adalah bahwa objek pajak ilu diusahakan untuk melayam
kepentingan umum, dan nyala lidak! dilujukan unluk mencar
keunlungan. Hal inl diketahui antara lain dari anggaran dasar dan
anggaran rumah langga dan yayasanfbadan yang bergerak delam
bidang ibadah, soslal, kesehalan, pendidikan dan kebudayaan nasional
terenlu, lermasuk pengerlian ini adalgh' hulan wisata milik Negare
sesuat dengan Peraluran Perundang-undangan
Huruf ¢ © Cukup Jelas
Hurul ¢ : Cukup Jelas
Huruf @ : Cukup Jelas
Huruf f . Cukup Jelas
Ayat (5} Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayal (1) Penstapan NJOP dapal dilakukan dengan :
a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sgenis, adalah suaiu
pendekalan/metede penentuan nilai jual sualu objek pajak dangan cara
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membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenls yang letaknya
berdekalan dan fungsinys sama dan lelah dikelghui harga juainya;

b. Nilai perolehan baru adalah svale pendekalan/metode penenlvan nilai jual
suaiu objek pajak dengan cara menghilung seluruh biaya yang dikeluarkan
unluk memperoleh objek lersebul pada saal penllaian dilakukan, yang
dikurangi dengan penyusutan t.ordasarkan kondist lisik objek lersebu,

c. Milat jual pengganti adalah sualu pendekatan/melode penentuan nilai jual
sualu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produks: objek pajak lersebul.

Ayai (2} Cukup Jelas
Avat (3} Cukup Jelas
Pasal &
Cukup Jelas
Pasal 6
Conloh 1
Wayib Pajak A mempunyat objek pajak berupa :
Tanah sefuas 800 m2 gengan harga jual Rp300.000,-m2;
- Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai juat Rp350.000,-/m2,
Besamya pokok pajak yang lerutang adalah sebagai berikut
NJOP Bumi  : 800 x Rp300.000,00 = Rp 240.000.000.-
NJOP Bangunan : 400 x Rp 350.000,00 = Rp 140.000.000.-
Tolal NJOP Sumi dan Bangunan = Rp 380.000.000,-
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp 10.000.000,-
Nilai Jual Kena Pajak = Rp 370.000.000,-
Tarif pajak = 0,05 %
. PBB lerslang . 0,05 % x Rp 370.000 000,- = Rp 13.500.000.-
Contoh 2
Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupa Bumi gan Bangunan
masing-masing di Kecamalan Palipi dan Kecamatan Nainggolan dengan nilai
sebagal berikul :
a. Kecamaian Palipi
- Nilai Jual Objek Pajak Bumi = Rp. 30.000.000.-
Nitai Jual Objek Pajak Bangunan= Rp. 20.000.000,- {+)
Nilai Jual Objek Pajak untuk Perhitungan Pajak = 50.000.000.-
Milai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 10.000 000.- {-)
Nital Jual Objek Pajak unluk Perhrtungan Pajak = Rp. 40.000.000 -
b. Kecamalan Nainggolan
- Milai Jual Objek Pajak Bumi = Rp. 20.000.000,-
Nilai Jual Objek Pajak Bangunan= Rp. 25.000.000,- {+}
Nilai Jual Objek Pajak untuk Perhitungan Pajak = 45.000.000,-
Nitai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 0,- {-)
tilal Jual Objek Pajak unluk Perhitungan Pajak = Rp. 45 000.000, -
Untuk Objek Pajak di Kecamaian Nainggolan lidak diberikan Nilal Jual Objek Pajak
Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,-, karena Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena
Pajak telah diberikan unluk Objek Pajsk yang berada di Kecamatan Palipi.

No@ s

Conteh 3

Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupa Bumi dan Bangunan
masing-masing di Kecamatan Sianjur Mula-Mula dan Kecamalan Harian dengan nilal
sebagal berikut :

c. Kecamalan Sianjur hMula-Mula

- Mitai Jual Objek Pajak Bumi = Rp. 10.000.000.-

Nilai Jual Objek Pajak Bangunan= Rp. 10.000.000,- (+}

Milal Jual Objek Pajak unluk Perhitungan Pajak = 20.060.000,-

Nilal Jual Oblek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 10.000.000.- (-)

Nilai Jual Qbjek Pajak untuk Perhilungan Pajak = Rp. 10.000.000,-

d. Kecamatan Harian

- Milai Jual Objek Pajak Bumi = Rp. 10 000.000 -
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- Nilai Jual Objek Pajak Bangunan= Rp. 5.000.000,- (+)

Nilat Jual Objek Pajak untuk Perbliungan Pajak = 15.000.000 -
Nitar Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 0.- (-}

Nilai Jual Objek Pajak untuk Perhilungan Pajak = Rp. 15.000.000.-

Untuk Objek Pajak di Kecamalan Herian tidak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak
Kena Pajek sebesar Rp. 10.000.000,-, walaupun Nilai Jual Cbjek Pajak unluk
Perhitungan Pajak masih dibawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak karena
Nital Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak telah diberikan untuk Objek Pajak yang

berada di Kecamalan Harian.

Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal @

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayal (1) Yang dimaksud dengan “dilarang diborongkan” adafah bahwa seluruh proses
kegialan psmungulan Pajak lidak dapal dikerjasamakan dengan pihak keliga
yang meliputi kegiatan penghitungan besamya Pajak ierutang, pengawasan
panyatoran Pajak, dan penagihan Pajak. Namun, dimungkinkan adanya
kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung keglatan pemungutan
Pajak, anlara lain pencelakan formulic perpajakan, pengiriman sural kepada

Wajib Pajak, alau penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak.
Ayal (2) Cukup Jelas

Ayal (3) Yang dmaksud “Penelapan Bupali® adalah penelapan besamya pajak lerulang
yang dilakukan oleh Bupali alau Pejabat yang dilunjuk berdasarkan dala yang
ada alau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupali alau Pejabat yang dilunjuk.

Pasal 12

- Yang dimaksud dengan Sural Kepuiusan Pembelulan adafah sural keputusan yang
membelutkan kesalahan 1lulis, kesalahan hlung, dan/elau kekeliruan penerapan
kelenlyan terenlu dalam persiluran perundang-undangan perpafakan yang terdapal
dalam sural ketetapan pajak, Sural Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembalulan, Sural
Kepulusan Keberatan, Sural Kepulusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Sural
Keputusan Penghapusan Sanksi Adminislrasi, Surat Keputusan Pangurangan
Keletapan Pajak, Sural Keputusan Pembalalan Ketstapan Pajak, Sural Kepulusan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, alau Sural Keputusan Pemnberian
Imbalan Bunga.

- Yang dimaksud dengan Sural Kepulusan Keberaian adalah surat kepulusan alas
keberalan terhadap sural Ketelapan pajak atau lerhadap pemotongan  atau
pemungutan olsh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Yang dimaksud dengan Putusan Banding adaiah pulusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Sural Kepulusan Kebergtan yang disjukan oleh Waljib Pajak.
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup .Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Fasal 21
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Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jetas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27

Cukup Jelas
Pasal 28

Cukup Jelas -
Pasal 28

Cukup Jelas
Pasal 30

Cukup Jelas
Pasal 31

Cukup Jelas
Pasal 32

Cukup Jelas
Pasal 33

Cukup Jelas
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